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Pendahuluan

 Disrupsi Digital: E-commerce telah memunculkan perdagangan
modern tanpa batas wilayah dengan tingkat efisiensi tinggi.

« Eskalasi Pengguna: Penetrasi infernet Indonesia mencapai 221,5
juta pengguna (79,5% populasi) di tahun 2024.

« Kerentanan Konsumen: Ketidakmampuan memeriksa produk
secara fisikk menciptakan asimetri informasi yang fatal.

* Potensi Kerugian: Maraknya kasus wanprestasi, manipulasi
klausula baku, hingga penyalahgunaan data pribadi.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

« Bagaimana keabsahan transaksi elektronik dalam e-commerce
apabila ditinjau dari instrumen perikatan hukum perdata

konvensional?

« Sejauh mana efektivitas pelindungan hukum preventif dan
represit bagi konsumen terhadap dominasi pelaku usaha di
dunia siber?

« Apa urgensi pelembagaan mekanisme Online Dispute
Resolution (ODR) sebagai penyelesaian sengketa alternatife
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Jenis & Pendekatan

Penelitfian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif
(Doktrinal).

Dua pendekatan utama yang diaplikasikan adalah Statute
Approach (Pendekatan Perundang-undangan)
dan Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual).

Sumber Bahan Hukum

Primer: KUHPerdata, UU No. 8/1999 (UUPK), UU No. 1/2024 (Revisi
UU ITE), PP No. 80/2019 (PMSE).

Sekunder: Literatur teks akademik, jurnal keilmuan
nasional/internasional, dan laporan riset empiris.
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 Dinamika Keabsahan Transaksi: Kesepakatan dalom e-commerce
(seperti clickwrap agreement) rentan mengalami cacat kehendak
secara sepihak dan memiliki celah dalam memverifikasi kecakapan
subjek hukum (misalnya anak di bawah umur).

* Efektivitas Perlindungan Hukum: Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) saat ini sering kali kesulifan merespons sengketa
digital yang kompleks. Namun, revisi UU ITE 2024 dan PP 80/2019
memberikan kepastion baru dengan. mewaqjibkan Penyelenggara
Sistem Elektronik (PSE) serta platform asing untuk berfranggung j[awab
penuh atas keamanan sistem dan tunduk pada hukum Indonesia.

* Urgensi Penlelesaian Sengketa: Peradilan konvensional dinilai tidak
efisien untuk menangani sengketa konsumen e-commerce yang
transaksinya bernilal kecil namun bervolume tinggi. Oleh karena itu,
pengadopsian Online Dispute Resolution (ODR] sangat mendesak
dilakukan sebagai alternatit penyelesaian sengketa yang adaptit,

qsalkgn diberi kekuatan hukum yang mengikat.
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* Isu Keabsahan Transaksi: Kontrak digital (klik persetujuan) rawan
cacat kehendak secara sepihak dan menyulitkan verifikasi usio
konsumen.

« Kekosongan Hukum & Solusi: UUPK mulai tertinggal oleh
teknologi. Solusinya, UU ITE 2024 memaksa platform digital (PSE)
bertanggung jawab penuh, dan PP 80/2019 mengikat platform
asing ke hukum Indonesia.

* Penyelesaian Sengketa: Pengadilan konvensional tidak efisien.
Dibutuhkan Online Dispufe Resolution (ODR) atau penyelesaian
sengketa online yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi
pelaku usaha.

@ www.umsida.
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Temuan Penting Penelitian

« UUPK Tidak Memadai: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
saat ini tertinggal oleh dinamika digital dan memerlukan revisi
komprehensif.

- Pergeseran Beban Tanggung Jawab: Pembaruan regulasi (UU ITE
2024 dan PP 80/2019) berhasil memberi kepastian hukum
dengan membebankan tanggung jawab mutlak kepada
platform (PSE) dan menundukkan platform asing pada yurisdiksi
Indonesia.

* Urgensi Legalisasi ODR: Sangat mendesak untuk melembagakan
Online Dispute Resolution (ODR) independen yang memiliki
landasan hukum sah dan putusan yang mengikat (dapat
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Manfaat Penelitian

* Manfaat Teoritis: Memperkaya kajian literatur terkait evaluasi
hukum nasional mutakhir (khususnya UU ITE 2024 dan PP 80/2019)
dalam melindungi konsumen e-commerce.

« Manfaat Praktis (Bagi Pemerintah/Regulator): Memberikan
rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan unfuk segera
merevisi UUPK agar relevan dengan teknologi digital

@ www.umsida.
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